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Abstract

One of the cricial aspects of the public policy process is the implementation of public pelice.
In submitting o payment order [(SPM] to the Tulwngoegung Regency Petrhubungan Ofice
winch is guided by Permendagrl Number 77 of 20260, This study aims o find out how the
implementation of permendagrd number 77 of 2020 jn submiiting o payment warrani [5PM )
and what factors are the obstacdles This research uses o bype of qualitotive method where
resgarchers explore key instruments. Dota Sources gre wsed using Intarview technigues with
the officiels concerned. The resalte showed that the implementation of permendagrl number
AP oof 2020 in submitting o payment order [SPM] ar the Twlungagusg Regency
Transportotion Office was refatively good, but there were severg! factors that hindered it
fomely communtcation that peeded to be socfolized fock of hemin resodrces, and
tenaencies or disposifions that were ned in gecordance with their competence, The advice
given is the need to hold soctelizetion, increase resources that have dedication and
recruitment of persornel in accordamce with their competencies.

Keywords: Implementation of Prblic Policy, Regional Financial Manogement, Pay Warrant

Abstrok

Salph sotu aspek yang krustal dalom proses kebifokon publik adalal implementas
kebifokan publik, Dalam pengafuan sural perintelh membavar (SPM) pada Dines
Peirhubungan Kebupaten Twlangogung yang berpedoman peda Permendaged Nomoer 77
Tahun 2028 Penelitfan fnd mremiliki tujuan wuntuk meagetahe! bageimana implementas
permamdagrd nomor 77 tahun 2020 dalam pengajuan Suret perintah membgrar (SPM ) dan
faktor apa saje yang menfedi peaghambatma. Penelition ind mengaounaken fenis metode
Eyprfitatif dimann penelitd menfal nstrument kuncl, Sumber Dato pang digenoken dengan
menggunakan teknik wowancora terhadaep pejobalt pong bemsanghutan. Hosll penelition
menunjukan  bahwoe dolom implementosi permencdagrl nomor 77 tolin 2020 dalom
pengajuan  sured perintal membayer (SPM] pade Dpas Perhubusgan Kebupaten
Tulungagung  suduk relotive boik nomun adae beberupa  faktor yang  menjodi
penghambatmya pritu komunikas yang perly disdokan sostelisess, kurangnya sumberdoya
maimesi don kecenderungan oo dispostsi vang tidak sesvaf dengan koprlensinpe Seron
yang diberikon paitu perly diodakannya Soskriisast pemambehion sumber doya yang
mempunyel df dedikost don penggargkatan peesonil yang sesund dengan kompetensinm,

Keywords: Implermentasi Kebijokan Publik, Pengeloleen Kevangan Daeral, Surat Perirtah
Membayar
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L. Pendahuluan

Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) adalalh Eul.m terpenting darl sistem dan
prosedur pengeluaran kas, Selain itu dalam prosesnya penerbitan SPM adalah tahapan
terpenting bagl penerima hak, Namun permasalaban yang saat ini dialami di Ehupa’mn
Tulungagung adalah Eetika prosesnya melalul wakiu yang semestinys sudih ditetaphan
prosedur sebagaimana secara prosedur babwa penerima hak memiliki waktu 5 (lima) han
untuk mengajukan proses mendapatkan SPM kepada pihak pefabat pembuat kemitmen {PPK).
Sementara itu maksimal lama proses pada PPK adalah 5 [Hma)] hari yang berikitnya proses
merperaleh surat perintal membayar atau SPFM dan PPE. SPM tersebut kemuodian dilanjutlan
leepada Pejabar Pembisat Surﬁ Perintah Membavar [PPSPM] jugs semestinya 5 (Hima) harl dan
selanjutnya SPM diserahkan ke KPPN untuk diverifikasi dengan durssi 2 [dua) bari
Adapun jika ditotal dari secara prosedural penerima Hak di Kabupaten Tulungagung
hanya membuwtuhkan waktu selama 17 Eujuh belas) hari sedangkan yang terjadi bisa lebih dan
wakiu yang sudah ditentukan tersebt. Penerima hak dﬂplt&&mpem!eh haknya apahila sudah
memiliki 5PM dan dengan S5PM tersebut diporoleh melalui pengujiam atas SPM vang diajukan
dengan baik darl segh kelengkapan dokumen maupun kebenaran pengisiannya. SPM dapat
diterbitkan jila pengeluaran yang diminta tidak melebihi anggaran yang tersedia dan didubung
dengan kelengkapan dokumen sesual peraturan perundangan.

Seperti yang sudah dijelaskan oleh [Nurnaila, 2016) dalam peneditiannya vang berjedal
Implementasi Kebijakan Penerbitan SPM pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah
bahwa sering terjadi penyalahgunaan wewenang oleh PPE dalam penecbitan SPM ini sehingga
dapat dikategorikan sebagal tlnd:lbpldana kormipsl. Hal tersebut penting untuk ditelic
mengingat masalah 5PM  sangat berpotensi dimainkan oleh plhak-pihak yang ingin
mendapatkan keuntungan pribadi. Meh sebab itu berdasarkan observasi di i.’.:iau.pat-m
Tulungagung diperaleh data bahwa pihak terkait langsung dalam SPM diantaranyva 1) pihak
penerima hak, 2) PPK, 3} PPSPM, dan 4 ] KPPH
lika dilihat secara ideal dan prosedural maka keberhasilan kebijakan ini dilihat dard
kemampuan implementor namun jika implementasi kebijakan tersebut mefemah male dapat
dilihat dari sisi implementasi yang berjalan kurang balk. Pengertian kebijakan menurut
Anderson dalam [Maharani et al, 2016} adalah "sebuwah arah tindakan yang mempunyal
dirumuskan oleh satu atau beberapa aktor vang berkapentingan untub mengatasal persoalan
publik” Sedangkan Pengertian Kebljakan publik, menurut (Dye, 2013) adalah "z whatever
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povernment choose to do or net to do” atau yang berarti “segala sesuatu yang dilakukan

pemerintah bisa dilakukan atau memilihi untuk tidak melakukannya®. Darl stetement tersebut
memilikl makna bahwa kebifakan publik merupakan perwujudan darl sebuah Tindakan atas
dengan kata Liln kebijakan publik bukanlah hanyva sebatas seperanghat aturan berdasarkan
hanya keinginan pejabat ataw pemerintah semata [Sewardi et al, 2020], Berdasarkan
pengertian tersebut bisa diambl] Besimpulan bahwasanya kebijakan publik merupakan sebuah
wewenang miliki pemerintab untuk mengatasi masalah yvang muncul di dalam masyabat
Adapun tujuannya Kebijakan publik diantarinya meauns (Cabyaci, 20077 1), Sebagai tolak
ukur apa vang ingin dicapai, 2}, Memiliki sifat yang sangat rasional dan dapat diterjemah secara
logis, 3} Jelas, 4] Memiliki orientasi pada masa depan

Sementara |tu, menurut Mazmonlan dalam Wahab, 2021) Sebuab implementasi
kebijakan ditetapkan dalam benruk regulasi seperti undang-undang, peraturan ﬁglden.
peraturan dagrah, sampai peraturan desa mefahgi badan peradilan resmi. Sedanghkan menurut
¥Van Meter dan Yan Horn [ Kenaphoom & Jandaeng, 2019} Implementasi kebijakan merupakan
sekumpulan tindakan yang dilakukan baik oleh individu ataupun kelompok pejabat-pejabat
untuk dapat diarahkan pada tercapainya keputusan publik. Namun dilain sisi selurub proses
implementasi haris dapat dicvaluasi dengan cara mengukur serta membandingkan antara
implementasi program kegiatan dengan perencaan yag sudah akan dituju

Berdasarkan uralan diatas dapat disimpulkan bahwa, Implementasi kebajakan publik
adalah dalah satu aktivitas dalam meraih tujuan public vang sudah ditetaplan dalam dokumen
perencansan pembangunan daerah serta harus dilmplementasikan sesuai dengan arahan.
Adapun faktor yang dapat mempengarahi kesuksesan implementasi kebijakan pablik menurut
[ Edward 111, 1980] adalahk sebagai berikut :

1. Komunikasi - Komunikasi adalabh baglan terpenting darl wariable yang dapat
mempengaruhl implementasi kebijakan publik. Komunikasi juga sebuab fakior yang
menentukan kesuksesan tercapainya tujuan dari implementasi sebuah kebijakan publik
Implementasi kebijakan akan efektif dan dapat terlaksana apabila para stekeholders
mengertl terkait butir-butlr peraturan yang ada dapat dilaksanakan sesual peraturan
tersebut [POSANGI et al, 2020)

& Sumber Baya - Sumber Dava Manusia dalam hal ind diletakan sebagal inpare atau
masukan organisasi. Sebab sebagai sebuah sistem vang memiliki implikasi yang bersifat
ilmu pengetahuan teknologi dan sumber daya ekonomi [Rahayu & Kriswibowo, 2021],
Sumber daya sangat erat kaltannya dengan kemampuan transformast darl sebuaaly
arEnisas,
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3. Kecenderungan atau disposisi - Kecenderungan ataw biasa disebut dengan disposisi
adalah Ektor yang memiliki konsekuensi penting dalam arah implementasi kebljakan
agar efektil dan efisten, Apabila stebaholder kebljakan memilikl disposis] yang posiclf
dan mendukung kepada suksesnya implementasi kebdikan maka besar kemunghkinan
kebijakan akan dapat terimplementasi sesual dengan rencana. Namun sebaliknya
apablla stakehalder memilild dispostsi vang negative atau bahkan menolak adanya
kebijakan maka konflik lah vang akan tejadi. Datam beberapa kasus tertentu sebuah
kebijakan banyak memiliki konflik kepentingan berbeda antar aktornya (Yalianti et al,
Z0 ),

4, Struktur Organisasi [birokrasi] - Birokrasi adalah bagian dari institusi pelaksana
kehijakan, Blrokrosl sering dikaithkan dengan struktur organlsas| pemerintah halk dalam
hal kebipalan Pendidiban, Kesehatan, st bajkan pelavanan pablile Dotk beberapa lal
tertenty pemerintih dapat menciptakan strukiur birokrasinys tersendivi apabdla belurm
versedia dan diasumsikan dapat menyelesaikan tujuan kebijakan {Drechsier, 2020
Secara emplris selama ini laporan keungan pemierintah akan sebuah kebijakan publik

memiliki kecenderungan hamya seremonial semata atan belum  sepenuhnya menfgpwab
pertanggungjawab kebijakan dari sisi akuntabifitas. Banyak dijumpal kesalahan dalam
Menyusun laporan sehingga mengakibatkan transparansi keuangan kebijakan tidak bisa
tercapail [Onihala et al, 2014). Untuk itu pemerintah pusat melalul Kementrian Eeuangan
kemudian mengelusrkan Peraturan Menterl Dalim Negerl Nomaor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolan Keuangan Deerah [Pasi et al, 2007).

Adapun arah dari kebijakan ini yakni segala Langkah dan tahapan pengelolaan anggaran
negara harus diaptasikan dengan digitalisasi vang bertujuan menghasilkan proses yang leibh
efektlf dan efislen serta tetap mempertimbangkan prinsip t—ber:eﬂt Adapun proses
digitalisasi laporan keuangan (ol diwujudkan dalam bentuk kebljakan Sistem Informasd
Pengelolaan Keuangan Daerah [(SIPED), di semua tahapan pengelolaan keuangan dacrah,
Dengan adanya digitalisasi dapat memberikan perubatkan paradigma tata Kelola keuangan
sebelumnya menjadl lebih berorlentast pade kelancarsn alur dokumen secara manial menjadi
lebih cepat dan terinteratll (Kaunang et al, ;’.uzbt Maka darl ity suksesnya pembangunan
suaty daerah bergantung pada sistem tata Kelola kesangan daerah sebagiimani kemampuan
pemda dalam membiayal pelaksanaan pembangunan daerahnya vang disesuaikan dengan
dokumen perencanaan. Salah satu dari aspek pemerintah dacrah yang perlu diatur secara hati-
hati adalal persoalan tata Kelola keuvangan daerah dan anggarana belanja daeral, sehab kedua
hal tersebut adalah instrument palicy vang paling utama bagl pemerintal dagrah. Maka dari [t
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diperlukan sebuah strategi beserta wpaya apa vang akan ditakukan oloh pemda khusunya
datam hal inl Dinas Perhubungan Eabupaten Tulungagung Ketika mengimplementasikan
pengajuan surat perintah membayar yang sesual dengan pedoman yang berlalu, Oleh sehal
ftu, persiapan yang memadal harus diperhatikan dimulal dacl peningloitan kualites dan
kuantitas S0M, sarann prasarana yang mendukung serta menyiapkan segala jenis sistem
informasi yang saling berkaitan dengan kebiljakan SPM Ini,

Dari L'HE helakang tersebut maka penelith ingin melakukan penelitian dengan judul
Implementasi Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelelaan
Keuangan Daerah dalam Pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) pada Dinas Perhubungan
Kabupaten Tulungapung. Selain ity peneliti juga ingin mencar] faktor Apa saja yang menjadi
penghambat Implementasi peraturan tersebut

Z. Metode

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam riset ini adalah kualitatif, Penelitian
kualitatif yaitu penelition dengan menggunakan data hasil wawancara dibandingkan dengan
sikiep vang telah diamati [ﬁulrung Lexy, 2000). Penelitian ini digunalkan untuk mengetahoi
bagaimana implementasi permendagrl nomor 77 fmhun 2020 tentang pedoman teknis
pengelolaan kevangan daerah dalam pengajuan surat perintah membayar (SPM) pada Dinas
Ferhubungan Kabupaten Tulungapgung dan mengetahul faktor spa saja yang jadi
penghambatnya, Fokus penelitian ini meliputl tentang komunikasi, sumber dayva manusia,
kecenderungan atau disposisi dan struktur birokrasi dalam implementasi kebijalan tersebut.
Sumber data primer benipa wawancara dengan informan vang berkaitan dengan implementasi
permendagri nomor 77 tahun Z0Z0 dan data sehkundernya berupa data pengajuan surat
perintah memhbayar (SPM ). Mantnya amalisis data yang digunakan akan mempermudah
peneliti dalam melakukan pengkajian data yang meliputl observasl, wawancara, dan
dokumentasi guna mendapatkan data yang akan dicari,

3. Hasil dan Pembahasan
Implementasi Kebijakan Permendagri nomor 77 tahun 2020

Implkementasi kebijakan adalah aktivitas yang sangat kompleks dan beriggm sehab
memiliki banyak aspek dan tahapan yang saling berpengaruh terhadap keberhasilan kebijakan,
Model implementasi kebijakan yang digunakan dalam penelii untuk menganalisa
implementasi permendagn nomor 77 @ahun 2020 dalarm pengajuan surat perintah |1|£naa_l,lnr
[5PM] pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung yaitu dengin menggunakan moded
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implementasi kebijakan Edward [l yang mengedepankan empat Fakitor implementasi yaitu
communicotion, resources, dispositions bureauoratic structure.
1. Komunibosi [Comernicetion)

Komunikasi dalam kebijakan publik menorut (Ramdhant & Ramdhanl, 2017) dapat
mempengaruhi pelaksanaan kebijakan publik, dimana komunikasi vang tidak baik dapat
menimbulkan dampak-dampak buruk bagi pelaksanaan kebijokan. Dimensi komunikasi yang
dapat mempengarubi pelaksanaan kebijakan publik diantaranyas: ransmisi, konsistensd, dan
kejelesan. Untuk mengimplementasikan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, khususnya psda
pengajuan surat perintah membayar (SPM] pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung
diperlukan komunikasi vang baik agar pelaksanaan kebijakan publik dapat memberikan
konsistensi dan kejelasan. Apabila dicermatl dari hasil penelican di Kebupaten Trenggalek
surat perintall membavar [SPM) sebagai salah satu tahapan terpanting ddnm pengelolnan
keuangan daérah di Dinas Perhubungan BEabupaten Tulungagung yvang berperan sebagai
Satuan Kerja Perangkat Daerab [SKPD] eleh karena it agar setiap aktivitas yang dilakukan
berjalan selaras sesuai dengan perannya maka diperlukan komunikasi yang baik antara
plmplnan dan staf dalam hal ini Kepala Dinas beserta jajaran stal,

Darl hasil wawancara terkait kebijakan 5PM yang disampaikan oleh Bepala Dinas
Ferhubungan Kabupaten Tulunggaung Gallly Nusantors, 5.5TF, MM mengatakan bahwa settap
tahapan pengetolaan kesangan ketika berbicara 5PM sudah dikomun ikasikan dengan baik oleh
BPEAD Kabupaten Tulungagung melalul sosialisasi, Namun terkadang mengalami kendala
seperti PPK yang belum memahami tentang pengajuan SPM. Hal inl menurut Kepala Dinas iebih
ditujukan pada kurangnya 50M baik dari seg pengetahuan maupun jumlahnya. Seperti yang
dikutip pada wavwancara beribut ink:

“Gini, seHap tohapen yang berkaiten dengan pengelofoan kewongan doerah
Ehususnya dalam pengafuan surat peclntah membayar (SPM ], serran o bapan o
alurnyae sudah dilaksanokan sesuai dengan permendagri no@@er 77 tahkun 2020,
kareng hal ind swdoh pemoh disdokan sosiolisesi oleh Bodan Pengeloboan
Keuangan Dan Aset Doerah Pemerintoh Kobupaten Twlungogung” Kalew soal
kendala yang dihadapi dalare hal kernenikad ada tetapl sedibdt, paite diselbian
Lareng kurangrpa pemakaman pengetahuan fentang pengaiuon Serat Perimtah
Membayar [SPM], kendelanpa feratema dari somber daye momusionmn meskipen
sudah difasilitasi dergan sstem tetnpl care meengartikon informasingg berbeda-
beda, tetapl knlow secoig fekniy saye Kurang paham, pean bertame langsung ajo
kepada Bapok Pit Senfaya, SE sefeke pajabal pengtousachean beumngon ™

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpullan babwa sebenarmya adanya kebijakan
Permendagr Nomor 77 telah mendukung sistem pengajuan 5FM hanya saja tidak semua s@f
pelaksana kebijahan mampu menjabarkannya dengan baike Hal tersebut disebabkan juga
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Fengguna Anggaran kurang memahami bagaimana pelaksanaan teknisnya secars detail dalam
pengajuan Surat Perintah Membayar [(SPM). Solus vang biza ditawarkan olehkarena kendala
komunikasi inl adalah adanya pelatihan atou sosialisasi untuk meningkstian pengetahuan
sumber daya manusia meskipun sudah difasilicas] dengan sistem. Gleh e G, Semu
pejabat pelaksana pengelolaan keuangan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung
dituntut untuk mengertl aga yang dimalksud pengajuan surat perintah membayar (5P M),

Adapun tahapan yang dilakukan dalam pengajuan surat perintah membayar (SPM])
meenurut hasil penelitian eialah sebagal berihut:

SIPKD

|
1 8
bl i i
L 3
bl il
]

SPID

Gambar 1. Proses pengafean SFM F Dinas Perhubungan Talungagang [Sumber el Penclitian,
M)

Proses awal dari pengajuan surat perintah membayar (5PM) darl hasil wawancara
dimulai dari peogajuan SPP (Surat Permintaan Pembayamn) yang dikerjakan oleh seorang
Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Pengeluaran Pembantu dengan persetujuan dari KPA
[Kuasa Pengguna Anggaran] dalam rangka permohonan penerbitan 5PM [Surat Perintah
Membayar] vang dikerjakan obleh Pejabat Pengelola Kevangan dengan persetujuan PA
[Pengguna  Angparan). Kemudian setelah Surat Perintah  Membayar [5PM)  sudah
ditandatangani sleh PA [Pengguna Anggaran) Eemudian berkas 5PP dan SPM selanjutnya
dikirim ke BPEAD [Badan Pengelola Kevangan dan Aset Daerah] selabu BUD [Bendahara
Umum Baerah) untuk menerbitkan 5P20 (Surmt Perintah Pencairan Dana), Setelah 5P2D
diterbithkan maka pencairan dana bisa dilakukan ataw dilaksanakan

Komunikasi Ini fakior terpentingnya adalah pengetahuan mengenal tata cara
mengajulan surat perintah membayar dalam setiap pefaat pengelolaan kevangan daerah, Kita
tahu bahwa kemampuan dan daya tangkap setiap individu berbeda beda termasuk dalam hal
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ini kemampuan dalam mengelola SPM. Oleh sebab itu perlu adanya sosialisasi untuk
meningkatkan penpetahuan 50M swalaupun telah difasilitasi dengan sistem atau sebuah
aplikasi [Bima Raka Asturimo Putra et al, 2009) [Sapotra, 2015). Semua pejabat pelaksana
pengelobian  kewingan pada  Dinas Perhubungan  Kabupaten 'I'u]t,Lngagurwnd.illanukun
mengetahul secara detail tentang apa vang dimaksud dengan pengajuan SPM dan rata-rata dari
mereka telah memahami apa vang dimaksudkan dalam kebijakan tersebut. Hal (nl disetabkan
karena mereka sudah pernah mengikutl sosialisast Permendagr Nomar 77 Tahun 2020 dan
pada akhirnya Permendagri inilah vang dijadikan aconan oleh semua Organisasi Peranghat
Dacrah dalam pengajuan Surat Perintah Membayar [SPM) tetapi kalau secara teknis hanya
sebagian tertentu yang bisa mengerti dan paham tentang tahapan atau alur pengajuan surat
perintah membayar (SPM,

Implementasi Permendagri nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman teknik pengelolaan
kevangan dasrah dakam pengajuan surat perintah membayar (SPM) pada Dinas Perhubungan
Eabupaten Tuolungagung sesual darl hasil wawancara dalam  faktor  komuanikasi
[Communicotion]. pencliti menyimpulkan bahwa, sebagian pejabat pengelolaan keuangan
daerah pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung, belum memahanii betul tentang
proses pengajuan surat perintah membayar (SPM). Hal inf disebabkan kiarena tidak semua
pefabat pengelolasn kevangan pernah mengikutl sesialisasi Permendagei 7772020 yang
diadakan oleh BPEAD, Kirena undangan BPEAD tentang sosialisasi tersehut, tdak semua
pejabat pengelolaan kevangan diundang, melainkan hanya sebagian saja yvang diundang, vaitu
hanya Bendahara Fengeluaran Pembantu, Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Penatausahaan
Keuangan,

Sedangkan hasil wawancara pada semua informan menjawab bibwa Kantor Dinas
Perbungan tidak pernah mengadakan sesialisasi terhadap Permendagri 77 /2020, Sehingja
akibatnya bagi pejabat yvang permah mengikuti sosialisasi bisa memahami tahapan atau alur
pengajuan surat perintah membavar, sedangakan pejabat vang tidak permah mengikoti
sosialisasi untuk pelaksanaaan tugas dibantu dengan pejabat yang mengerti dan paham betul
tentang pengajuan surat perintah membavar [SPM). Hal inl menyebabkan implementas|
Permendagrl 772020 pada Dinas Perbubungan Kabupaten Tulungagung kurang optimal
dikarenakan kurangnya komunikasi ataz pemahaman implementasi Permendagn 7772020
I-:hlaumﬁ dalam pengajuan surat perinth membayar [SPM].

2. Sumber daya {resources)

Resources dalam pelaksanaan kebijakan publik diantaranyg staf yang memadai,

informasi, pendanaan, wewenang, dan fasilites pendukung lainnya Pelaksanaan kebijalan




publik perlu dilakukan secara cermat. jelas, dan konsisten, tetapl jika para pelaksana
kekurangan sumberdaya yvang diper lukan, maka pelaksanaaan kebijakan akan cenderung tidak
dapat dilaksanakan secara efeltil. Tanpa dukungan sumbserdaya, kebiakan hanys akan menjadi
dokumen yang tidak diwujudkan untuk memberikan pemecahan mazalah vang ada di
masyarskat, atau upaya memberikan pelayanan pads masyarakat [Afandi & Warjio, 2015).

Adapun aspek Sumberdaya dalam hal ini adalah staf i Dinas Perhubungan Kabupaten
Tulungagung. Sistem pengelolsan anggaran masih dapat teratasi dengan baik namun dinas
Perfiubungan memiliki tantangan yaitu latar pendidikan staf. Pemerintah  Eabupaten
Tulungagung masih membutuhkan aparatur yang memiliki latar belakang akunransi atasupun
administrasl  keusngan. Mengenal  kualitas  pegawal Eln-.n Perbubungan  Kabupaten
Tulungagung dapat digambarkan bahwa kondisl eksisting saat ini sudah baik namun masih
memerlukan peningkatan lagi dari aspek pelatihan aparatur yang ada terutama dalam
penyusunzn Surat Perintah Pembayaran [5PP) sebagai Bangkah awal dalam pengajuan Surat
Perintah Membayar (SPM), agar kedepannya Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung
mempunyai staf atau pegawai yang berkualitas dan dapat diandalkan. Jika sarana dan prasamn
yang sudah ada dapat dikatakan memadai namun dalam hal 50M yvang menerapkan saran dan
prasarana tersebut perlu ditingkatkan lagl kemampuanya dengan cara mengikuth pendidilan
dan pelatihan yang berkelan jutan dan vang terkahir dalam hal pemberian wewenang dan tugas
sidah sesual dengan Permendagri 77 2020, niarmun masibada juga pejabal yang kurang pabam
atau mengerti dengan tugas dan wewenangnya, meskipun demikian pengajuan surat perintah
membayar (SPM) dapat dilaksanakan denganéaik benar,

Implementasi Permendagrl 772020 tentang pedoman teknik pengelolain kesangan
daerah dalam pengajuan surat perintah membayar [SPM) pada Dinas Perhubungan Kabupaten
Tulungagung, sesual dari hasll wawancara, dalam faktor sumberdaya [resourse) peneliti
menyimpulkan bahwa, sebenarnya jumlah pejabat pengelolaan keuangan dacrah pada Dinas
Perhubungan Kabapaten Tulungagung sudah cukup bavak sejumlah 23 orang pegawai. Namun
peneliti setelah melakukan observasi dirwangan kerja pejabat pelaksana kenangan daerah,
peneliti menemukan tugas yang tidak sesual dengan tupoksinya, Hal inh dilkarenakan pejabat
tersebut kurang mampu atag abli dalam mrengoperasikan konputer, sehinggi tugas yang
seharusnya dilakukannya dikerfakan oleh pejabat lain, Hal ini menyebablan implementas:
Permendagri 77/2020 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung tdak dilakukan
sesyal dengan nigas dan wewenang peiabat pelaksana keuangan daerah.

Adapun daftar jumlah pegawai atau pejabat pengelolaan kevangan pada Dinas
Perhubungan Kabupaten Tuolungagung, sesusl dengan hasil wawancara dengan Bapak Dian




Gesang Wivono, 550 selaku Pejabat Pelaksana Teknik Kevangan Daerah, yaitu sebagai berikut:
Tabel 1. Latar !ei:l.hrl Pendidikon FPE di Moas Pecbhobungan Kabupaten Tulangagung

No Uraian Pendidilan Jumiah

1 Pengguna Angganin g2 T Crang
2 Bitswa Penggema Anggaran 52 3 thrang
51 1 Crang

3 Pejanat Penatausahaan keuangan 81 i Crang
4 Pejahat Pelaksana Telengk Kegiakan 53 I thrang
51 B Orang

EMA ¥ Crang

i Buislabara Pengeluaran ek 1 Drang
6 Bemlabara Pengeliarin Pembanta 51 2 Dirang,
: SMA 1 Chrang

- Berlabara Penerimaain SMA 1 Draiig

sumber: Hasil Pemelithan
Dari 23 staf dan 1 Keépala Dinas masth banvak vang belum memiliki kemamguan
dibidang IT ataupun akutansi. Hal rersebut diungkapkan oleh Bapak Piv Sanpayva, SE selaku
Pejabat !‘-l.'rlritaé:::ﬂmn Keuangan [ PPK] pada kutipan wawancars berikut ini:

"Kualitas pegawal yang ade saat ini sebengrnve sudal baik, namuen moesth perly

ditingkatkan lngl agar kedepanmea Dinas Perhibungan Kabupaten Tulingagung
mempuimyai berdahara yang betul-betul memngerti tentong ekt bikan hanya

sekedar bekerfo dengon sistem tetop! betul-betul mengertl olur akuntansi
terutama dolom doser pembustan surat perintah pembaveren [5PP) sebagoi

Targpkah ertarn atow dasar delmmn pengajuan surné perinteh memboamr [ 5PM )7
Berdasarkan IIEIb wawancara mengenal  kualitas pegawal Dinas  Perhubungan

Kabupaten Tulungagung dapat disimpulkan Iuh‘-ﬂt-aﬂt ini kualitas bendahara yang ada pada
Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung sudah baik, mamun masih perlu ditingkatkan tag
melalui pelatihan-pelatiban, terutama dalam pembuatan surat permintaan pembayaran [(5PF)
sebagal langkah awal dalam pengajuan surat perintah membayar (SPM), agar kedepannya
Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung mempunyal staf atau pegawal yang berkualitas
dan dapat diandalkan,

Peninglkatan sumberdaya manusia pada Dinas Perhubungan Kabupaten Trenggalek
melalui pendidikan dan pelatihan harus dilakukan secara sadar dan terencana. Hal ini
berujuan untuk mencapai kebutuban pembangunan sendir,. Menuret [(Sintong. 20013}
kebijakan dalam pembangunan harus berpusatkan pada penduduk [peeple-centared), yaitu
membangun sekaligus memberdmralan, Pandangan ini sekaligus menunjukkan, perlunya
kebijakan berwawasan pembangunan sumberdaya  manusia :.ra dapat mengakomodic
mastlah-masalah publik melalui peningkatan kualitas pelayanan, Orientasi pendidikan dan
latihan akan lebih berorientast kepada kebutuhan profesionalisme pemberi layanan dan

peningkatan kemampuan individy setiap orang vang tergambar dari peran kelompok




profesional dan masyarakat aksm makin  meningkat sehingga makin mendorong
berkembangnya sistem dan metode pendidikan dan pelatihan berdasarkan kompetensi.
3. a:underunyuuunﬂpmm {dispositions)

Deposisi adalah watak dan karakteristik vang diemilikl oleh pelaksana keblialan, sepert
komitmen, disiplin, kejujuran, kecerdasan, dan sifat demokratis [Wahab, 2021), Apabila
pelaksana kebijakan memiliki disposisi yang haik, maka dia diduga kuat akan menjalankan
kebijakan dengan babk, sebaliknya apabila pelalzana kebljakan memiliki sikap atau cara
pandang yang berbeda dengan maksud dan arah dar kebijakan, maka dimungkinkan proses
pelaksanaan kebipkan tecsebut tidak akan efektif dan efisien, Disposisi atau sikap para
pelaksana akan menimbulkan dukungan atau hambatan terhadap pelaksanaan kebijakan
tergantuk dari kesesuaiazn kompetensi dan sikap dari pelaksanan. Karena ltu, pemilihan dan
penetapan personalia pelaksana kebijakan dipersyarathan individu-individu yang memiliki
kompetensi dan dedikasi yang tepat pada kebijakan vang telah ditetaplan (Afandi & Warjio,
2015)

Dalam fakior kecenderungan atou disposisd terdapat pengangkatan persont] pejahat
pengelolaan keuangan daesrah vang tidak sesuai dengan lkompetensinya, namun disposisi dapat
dilaksanakan dengan balk dan diharaplkan untuk kedepannya dalam pengganglkatan personil
khususnya dalam pejabat pengelolaan keuangan doerah disesualkan dengan kompetensinya
[(Yusuf, 2005]). Dan pejabat pengelolaan ketangan pada dinas Perhubungan Eabupiaten
Tulungagung tidak pernah mendapatkan insentil, tetapi meskipun tdak pernabh mendapatkan
insentif, tetap melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan tugas dan wewenangnya dengan
penuh tanggungiswal, sedangkan mengenal hambatan atsu kendalanya tdak ditemukannya
kendala yvang berartl, dikarenakan setiap ada disposisi tentang pengajuan surat perintah
membayar sudah dilaksanakan dengan baik c@ benar.

Implementasi Permendagri 77 2020 tentang pedoman feknik pengelolain kewingan
daerah dalam pengajuan surat perintah membayar (SPM) pada Dinas Perhubungan Kabupaten
Tulungagung, sesuai dari hasil wawancara, dalam fakter kecenderungan atau disposisi
[dispositfons] penelit menyimpulkan bahwa adanya pengangkatan pegawal yang tidak sesual
dengan  jurusan  pendidikannya, sehingga mengakibatkan terganggunya  implementasi
Permendagri 77 /2020,

Mengingat implementasi Permendagri 7772020 khususnya dalam pengajuan surat
perintah membayar (5PM) sangatiah penting, karena pengajuan surat perintah membayar
(5PM] tahapan yang harus dilakulan didalam pengajuan surat perintah pencairan dana [SP20).
Yang selanjutnya bisa diproses didalam laporan kevangan daerab, malka darl ity untuk
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pengangkatan pegawai khususnya didalam pengelolaan keuangan daerah hares benar-benar
pegawail yang mempunyai dedikasi tinggi, penuh tanggungjawab, kompeten dalam hidang
keuangan.

Untuk mencapal tujuan motivasi tersebut, faktor yang paling dominan  adalah
pemberian insentil, Hal ini didosarkan pada temuan penelitian {Nuryanding, 2013) hahwa
pemberian Insentif berdasarkan prestasi kera mempunyai penganib yang positil dan
signifikan terhadap motivasi kKerja karvawan. Namun vang terjadi di Dinas Perhubungan
Tulungagung adalah tdak pernah miendapatian insentif. Hal tersebut dibuktikan oleh kutipan
wawancara dengan pefabat PPK berikut ink:

“Insentif sungatloh penting mengingat pekerjgan pengeloloan kevangen deerah ftu
berat, selain ity fugo sebagal pendorong wniuk lebdt semangat bekerje. Namon selama

ini i Dupos Perhubungen Kobupaten Twliengogamg, sempg pefobet  pengeloloen
keuangan doeerah bdak pernoh mendapatkan insentif selofn darl hekavae yong hanya

didapat”,

Dapat disimpulkan bahwa pejabat  pengelolaan kevangan dacrah pada  Dinas
Perhubungan Kabupaten Tulungagung tidok pernah mendapathan insentf, tetapl meskipun
tidak pernah mendapatkan insentil, pefabat pengelalaan kewangan dasrah tetap melaksanakan
pekerjaannya  sesual dengan twegas dan wewenamgnya  dengan penub anggungiveth,
seflangkan mengenal hambatim atau kendalanya tidak ditemukannya kendala vang berarti,
dikarenakan setiap ada disposisi tentang pengajuan surat perintah membayar sudah
dilaksanakan dengan baik.

4 atruhtur Drganisasi (burepucratic structure ).

Kewenangan merupakan otoritas atau  legitimasi bagi para pelaksana dalam
melaksnakan kebifakan yang ditetapkan secara politik [ Afandi & Warjio, 2015}, Keweenangan
ini berkaitan dengan struktur birokrasi vang melekat pada posisi atau strata kelembagaan atau
individu sebagal pelaksana kebijakan. Karakteristik utama dari birokrasi umumnya tertuang
dalam prosedur kerfa atau Standard Operating Procedures (SOP) dan fragmentas organissi,
Koordinasi antar organisasi menjadi penguat dalam proses penerapan kebijakon [Hariyoko &
Puspaningtyas, 2017)

Dalam Faktor Struktur birckrasi dapat disimpulkan bahwa dalam pengajuan Surat
Perintah Membayar (5PM), meskipun tidak ada petunjuk arahan secara tertulis atau S0P,
semua prosedur yang tercantum dalam Permendagri 77 /2020 dapat dimengerti dengan balk
dan jelas oleh sebagian pejabat pengelfolaan  keuangan srah. Befum ada pedoman
pelaksanaan secara khusus dan tertulis, namun semiia dapat berfalan secara stimultan atau
perintah langsung secara oral atau lisan namun yang terpenting pelaksanaannya sesual dengan
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regulasi yang berlaku dengan penub tangsungiswab. Tidak ada kebijakan tertulis secara

pperasional vang dibeat oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung semua sesuai pada
Permendagr] 77 /2020

Strukiur birokrasi [(bereawcrrtic structire]  penelid menunjulkkan bahwa Dinas
Perhubungan Kabupaten Tulungagung sudah melaksanakan pengajuan surat perintah
membayar (SPM ] sesual dengan Permendagri 772020, terbukti bahwa dalam pen gajuan surat
perintah membayar [SPM) sudah mengganakan sistem a&tau aplikasi yang namanya Sistem
Infarmasi Penatausahaan Keuangan Daerah [SIPEDY). Sistem atau aplikasi inl sangat membantu
dalam proses pencatatan dan penginputan data menjadi lebib prakiis dan cepat, Bukan hamya
proses pengajuan surat perintah membayar [SPM] saja yang mengpunakan aplikisi SIFKD
melainkan semua proses pengelalaan keuangan daerah juga wajib menggunakan aplikazi ini,
Aplikasi ini dijalankan secara offfine sehingga vang berkepentingan saja yang dapat mengakses
aplikasi SIPKD diantaranya BPKAD dan kantor Binas Perhubungan Kabupaten Tulungagung
sendirl. Berthut inl merupakan gambaran tentang aplileasi SEPED tersebut

Gamhbar 2. Aplikasi SIPKD (Sistem Infermasl Penatausaliaan Keuangan Daevah | Sumber ; Hasll
Fenelitinn 223}

Aplikasi ini terbagi menjadi tiga sub bagian yang dikelola oleh Kantor Dinas
Perhubungan Kabapaten Tulungagung yaitu Penganggaran ([Rudgeting), Penatausahaan
[Adminiztration]), dan Akuntansi [Accounting). Pada bagian Penganggaran akan menghasillian
laporan berupa HEA dan DPA, Pada bagian Penatausahaan akan menghasilkan biporan SPP
[Surat Permintaan Pembayaran], SPM [Surat Perintah Membayar] dan SP20 (Surm Perintah
Pencairan Danal. Pada bagian Adcounting Pertanggungjawaban akan menghasilkan Buku Kas
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Umum. Buku Kas Tunal. Buku Kas Pembantu Pajak. Buku Penutupan Kas. 5P) [Surat
Pertanggungjiawaban] Fungsiomal, L [Laporan Pertanggungiawaban) dan Buku Simpanan
Bank. Saat muisuk diaplikas ind semua pejahkat pengelolaan kewangan daerah Dinas
Perhiubungan mempunyal wserneme dan peesword yang berbeda agar fokus padi tugasnya
masing-masing dan guns menjaga keaslian data agar tidak terjadinya manipulasi data. Hal ini
menandakan bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung sangat menduokung
implementasi Permendaget 77 /2020, meskipun tidak ada Standar Operasional Prosedur (SOPF).
Faktor Pengham bat

Kinerjn implementasi kebijakan 5PM di Dinas Perhubungan Kabupaten Trenggalek,
peneliti juga menemukan berbagal macam faktor yeng menjadi penghambat suksesnya
implementasi kebijakan tersebut Darl dimensi pertama yvaltu komunikasi dimana pemerintah
puszat dalam hal ini Pemproy Jowa Timur kurang memberikan sogialisasi pelatihan dan
himbingan mengenal pemahaman Permendagri 77 2020 Pengadaan Sosialisas, pelatiban dan
himbingan secira kontinyu sangatiah penting manfaatnya, Mengingal tahapan atau alur
tentang pengajuan surat perintah membayar [(SPM) sangatlah sulit dan persyaratannya pun
sangatlah banyak. Maka dar itu sosialisasi, pelatihan dan bimbingan sangatlah diperlukan
terutama bagi pejabat yang berkecimpung dalam pengelolaan kevangan daerah (Parsan, 20051

Hedua, dart sist sumber daya manosia di Dinas Perhubungan vang kurang berkuantitas
dan berkualitas, Bagalmanapun juga 5DM sangatlah penting dalam sebuah aranisasi. Dalam
aldtivitas pengajuan SPM memiliki kendala atau hambataan pada sumberdaya manusia yang
belum optimal seperti tupoksi yang tumpeng tindih ataupun pekerjaan vang tidak dikerjakan
oleh orang yang tepat. Hal tersebut juga diakibatkan oleh Penganghatan karyawan yang kurang
kompeten. Pengajuan Surat Perintah Membayar [5PM)] pada Dinas Perhubungan Eabupaten
Tulungagung dikarapkan dapat menciptakan hﬁil laporan keuangan yang baik. Sebab SPM
memiliki tujoan untuk lebih menertibkan aspek transparan dan akuntabel, realisasi anggaran
yang dituntut serba copat. Namun karena dalam bhal ind masih banyak yang belum mengert
Instrumen-instrumen kevangan, Maka untuk kedepannya dalam peningkatan personil harus
diselelsl dan lebih diperbatikan lagi. Hal tersebut sangat penting. karena perlu adanya
penguatan pada kompetensi dari SDM (Mubammad & Aziz, 2020).

Keriga dari motivasi pegawai yaitu tidak adanya insentil terhadap pejabar pengelolaan
keuangan daerah. Intensif adalah sehuah teknis yang disarankan dalam mengatasi problem
sikap pelaksana kebijakan, yang pada dasarmya setiap individu bergerak: berdasarkan
kepentingan dirinya sendiri oleh sebab itu manipulasi insentif oleh para penyusun kebijakan
mempengarehi aktivitas para pelaksana kebijakan, Dengan cara menambah profit ata biaya




tertentu yang bisajadi menjadi factor pendukung pelaksana kebijakan menjalanken perintah
dengan bailc

Keempot dari sisi Pemutakhiran Sistemn stau Aplikasi. Pengajuan surat perintah
membayar [SPFM] yvang sesuai dengan Permendagr 77 /2020 dituntut untuk melaksanakan
dengan pengoperasian sistem atau aplikas, Sedangkan kelemaban dari aplikasi atau sistem
adalah jika terjadi tidak koneknya sistem atau error maka ponyelesaian tugas tidak akan bisa
tepat waktu. Kondisi ini diperparah dengan tidak adanya S0P atau prosedur Hetika sistem
mengalami error. Sehingga harus membutuhkan tenags ahll vang bisa menanganl erormya
sistem tersebut. Sedanghan Dinas Perhubungan sendiri ddak banysk yang memilikl tenaga ahli
di bidang IT, Meh sebab by pada sisl tertentu adanya sistem aplikas) 5PM il justro menjadi
penghambat dalam implementasi Kebijakan,

4. Simpulan

Dari hasil penelitian tersebut vang dilaksanakan pada Dlnabl’rrhuhunpn Kabupasten
Tulungagung mengenai implementasi Permendagr 7772020 tentang pedoman  teknis
pengelolaan kevangan doerab dalam pengajuan surat perintab membayar (SPM ], malo dagat
disimpullcan bahwa: 1) Faktor komunikasi masih belum berjalan secara optimal buktinya
masih ada kurangnya pemahaman pengajuan surat membayar (SPM]} diantara pelaksana
pengelola kevangan 2] Faktor Sumberdaya swdah baik, namun belum optimal jadi periu
dioptimalkan lagl terutama aspek SDM khususnya pejabat pengelola keuangan karena masih
ada beberapa pejabat pengelola keuangan yang behom bisa mengoperaasikan computer disalam
sistem, 3) Faktor keecenderungan atau disposisl, sudah baik namun masih perlo ditinglatian
terbukti masih  adanya pengangkatan pegawal vang tdak sesual dengan  jurisan
pendidikannya. 4] Faltor Struktur Birokrasi sudah sangat mendukung terbukti semua
transaksi pengelolasn keuangan dacrah sudah menggunakan sistem atau aplikasi mesksipun
tidalk mempunyai Standar Operasional Prosedur [(SOP]),
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